
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 154 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1988

TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan hasil pelaksanaan tugas dalam

penyelenggaraan pemerintahan Negara di bidang pertanahan agar dapat

berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu

menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 tentang

Badan Pernahanan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan

Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1988 TENTANG

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988

tentang Badan Pertanahan Nasional diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal I seluruhnya berbunyi sebagai

berikut:

"Pasal 1

(1) Badan Pertanahan Nasional dalam Keputusan Presiden ini

selanjutnya disebut Badan Pertanahan adalah Lembaga Pemerintah

Non-departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Presiden.

(2) Badan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala, yang dijabat oleh

Menteri Dalam Negeri.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala dibantu oleh seorang Wakil

Kepala."

Pasal II

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Menteri Dalam Negeri

selaku Kepala Badan Pertanahan segera mengambil langkah-langkah

penyesuaian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam

kaitannya dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang pemerintahan Daerah.
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Pasal III

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Desember 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID


